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BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ #J0 /2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN TABALONG

Menimbang: a.

Mengingat
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BUPATI TABALONG,

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban
berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan
setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar
Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non
Perizinan di Kabupaten Tabalong;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II
Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nmor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587}, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administras:
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618j};

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221};

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

11. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang
Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single
Submission (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
738);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05
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Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 03, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2017 Nomor 10}, sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan
di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor
42);

16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong
(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17});

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur
Perizinan dan Non Perizinan Di Kabupaten Tabalong sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | sampai dengan Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur untuk

perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU meliputi:

a. Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Perizinan
dan Non Perizinan melalui Online Single Submission Risk Based
Approach (OSS-RBA);

b. Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Perizinan
dan Non Perizinan melalui Sistem Informasi Manajeman
Bangunan Gedung (SIMBG);

c. Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Perizinan
dan Non Perizinan melalui Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD);

d. Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Perizinan
dan Non Perizinan melalui Paliat Online;
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e. Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Nonberusaha;

dan
f. Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur
Terintegrasi.
KETIGA : Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dan acuan
bagi seluruh aparatur dalam pelayanan perizinan dan non perizinan
yang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan secara
konsisten dan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 2 &fefewber Foiy

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di
Tanjung.

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tabalong di Tanjung.




